LEMBARAN DAERAH

RABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Nomor. 13 Tahun 1981 Seri B No. 6

—— —

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGRAT II SURU:ARJO

NOMOR : 4 TAHON 1981

TENTANG

PERUBAHAN YANG KELIMA KALI PERATURAN BANGUNAN

KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang

Mengingat

3 bahwé Peraturan Daerah Kabupaten Suko-

harjo tentang Pembangunar. Perubahan dan
Pembongkaran Bangunan tanggal 13 Sep-
tember 1955 (diundangkan dalam Lembaran
Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni
1956, Tambahan Seri C No. 42) yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1977
(diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 9 canggal 15 September 1978 Seri B
No. 7) sudah tidak sesuai lagli dengan
perkembangan perekonomian saat ini, oleh
karenanya perlu diubah.

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemer intah Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 ten-
tang . Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsil
Jawa Tengah ;
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3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
tanggal 13 September 1955 (Tambahan
Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal
30 juni 1956 Seri C No. 42) yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 17 Tahun 1977.

o~

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG
KELIMA KALI PERATURAN BANGUNAN KABUPATEN
SUKOHARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembangun
an, Perubahan dan Pembongkaran Bangunan tanggal 13
September 1955 (diundangkan dalam Lembaran Propinsi
Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1956 ( dimuat dalam
Tambahan Lembaran Daerah Seri C Tahun 1956 Nomor &42),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 17 Tahun 1977 (diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 9 tanggal 15
September 1578 Seri B Nomor 7) diubah lagi sebagal
berikut :

A. Pasal 3 4iubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pasal
1, bagi bangunan sosial dan tempat-tempat
ibadah dibebaskan dari beaya  sebagaimana
dimaksud pasal 39 ;
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(2) yang dimaksud banguman sosial akan ditentukan
oleh Kepala Daerah.

B. Dalam pasal 40 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Angka I perkataan dengan -begroting Rp. 50.000,-
(1ima puluh ribu rupiah) keatas " dibaca " dengan
beaya Rp. 100 .000,- (seratus ribu rupiah) keatas".

C. Besarnya beaya pengawasan bangunan sebagaimana
dimaksud pasal 40 ayat (1) angka I diubah menjadi
sebagai berikut :

a. Untuk bangunan dengan konstruksi

logam dinding tembok ........... Rp." 400,-
b. Untuk bangunan dengan konstruksi

logam bukan dinding logam....... Rp. 300,-
c¢. Untuk bangunan dengan konstruksi

B e BB e & i § 5 o b § B RS § R § T Rp. 500,-

d. Untuk bangunan dari kayu, din -
ding tembok diperkuat sloof, ko-

16i BIRP sopus vwes EEs ORY a0w s 0w s Rp. 200,-
e. Untuk bangunan kayu dinding tem-

bok tidak sloof kolom ring...... Rp. 100,-
f. Untuk bangunan kayu dinding - pa-

pan/Kotangan....ceeeceescescvans Rp. 75,-
g. untuk bangunan bukan kayu dinding

gedeg/tak berdinding........... Rp. 50,-

D. Angka V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

. bilangan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. 100,-

. bilangan Rp. 25,- diubah menjadi Rp. 100,-

. bilangan Rp. 20,- diubah menjadi Rp. 100,-

. Untuk tiap-tiap sumur dan bangunan serupa
Rp. 1000,-

o0 oo

E.Angka VI huruf b diubah sebagai berikut :

Konstruksi beton Rp. 300,- dan konstruksi bukan
beton Rp. 150,-

. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) diubah sebagai
berikut : :

706



’
F, v_I

f‘.

r1) Untuk pengawasan Peraturan Daerah ini, ¢
kan kepada Dlnas Pekerjaan Umum, Bagiar

Wilayah Kabupaten.

iR sl . S .

(2) Untuk Pengawasan dan pelaksanaan Pe
Daerah ini diberikan beaya operasional
5 (lima) prosen dari uang hasil pendap
pengawasan bangunan yang disetor ke

(3) Penggunaan beaya operasional sebagiff-
ayat (1) _pasal ini diatur dengan
Kepala Daerah. oY, |

Pasal X

Peraturan Daerah 1ini mulai

berlaﬁu’:
diundangkan. e

Sukohargo,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKCHARJO
Kecua

SOENARTO i

Dengan Surat Keputusan Gi ‘ ‘n
Tingkat I Jawa Tengah
1981 Nomor : 188.-

Sekretaris ﬁila’-:'
B/Kepala 'B.i;qi E

'lv



Diundangkan dalam-

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tanggal ‘10 Nopember 1981 Nomor 13 Tahun 1981
Seri B Nomor 6.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ymt.

GATOT MULYONO, SH
NIP : 500030372
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